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BPJS Ketenagakerjaan
Bali II Serahkan

Piutang Iuran kepada
KPKNLBaIi

KEPALA BPJS Ketena-
gakerjaan Bali II A.A. Kar-
ma Krisnadi menyerahkan ,
penagihan piutang iuran
kepada KPKNL Bali, Jumat
(10/4). Dalam kesempatan
tersebut ia menyampaik6n
bahwa sejak tahun ini penagi-
nan LernadaD ruran menuns-
gak oleh perusahaan p""""t"a
BPJS Ketenagakerjaan Bali
II (wilayah Bali Timur) akan
ditagrh langsung oleh petugas
KPKNL karena tungga kan
iuran tersebut merupakan
salah satu piutang negara.

Total piutang iuran pe-
rusahaan yang diserahkan
kepada KPKNL Bali untuk

gak akan dikenakan denda
sebesar 2olo x total iuran x
usia bulan. Dalam PP 86
Tahun 2013 juga dijelaskan
jika perusahaan sengaja tidak
mendaftarkan tenaga kerjan-
ya maupun tidak membayar
iuran BPJS Kctena_gakerjaan,

Tahap I dengan kriteria piu-
tang ruran macet kepesertaan
BPJS Ketenagakeriaan Bali
II sebanyak 78 kasus den-
gan total piutang sebeear Rp
2. 130.389.7 79.54. Data ini be-
lum merupakan total piutang
secara Keseturuhan, Secara
bertahap akan dilimpahkan
kepada KPKNL dalam kurun
waktu 3-6 bulan kemudian.

Hal tersebut disambut baik
oleh Kepala KPKNL Den-
pasar Bapak Win Handoyo.
yang diwakili oleh Bapak
Ngurah Mayun dan Bapak.
Selamet. Selain ini meru-
pakan program kerja sama
yang bersifat nasional, beliau

maka izin opersionalnya da-
pat dicabut dan tidak dapat
melanjutkan aktivitas usah-
anya karena semua layanan
publik lainnya (seperti STNK,
SIM, KTP, Pajak, Listrik dan
Telepon Negara) juga akan
diblokir. (ad1111)

^k"r, -"rrirrduk 
""cara 

serius
khususnya di Bali. Penagihan
piu{ang iuran ini dihirap-
kan dapat meningkatkan
disrplin. serta mengoptimal-
kan manlaat pada peserta
BPJS Ketenaeakeriaan di
seluruh Indonesia.'Ku".rrt
berlaku asas gotong royong/
subsrdr srlang. menjadi dana
yang aka_n dibayarkan kepada
tenaga kerja maupun a hli
waris yang mengalami risiko
sosial seperti Kecelak aan
Kerja maupun Kematian di
luar hubungan kerja.

Seperti diatur oleh perun-
dangan- yang berlaku, setiap
perusahaan yang menung-
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, Terdakwa Korupsi BBM Bebas

'/ Jaksa Siapkan MemoriKasasi
Negara (Bali Post) -

Terdakwa kasus BBM Ber.
subsidi yang juga mantan
Kadjs Perindagkop Jembrana.
Ni Made A1.u Ardini divorus
bebas dalam sidang pensa-
dilan tip ror. Rabu (&lt blu.
Namun, vonis bbbas terhadan .

terdakwa kasus dugaan ko-
rupsi BBM bersubsidi untul
UD Sumber Maju tersebut
belum dapat ditedma pihak
penuntut umum dari Ke.iari
Negara. Pihak Kejari alan
mengajulan memori kasasi
ke MA

Kasi Pidsw Kejari I putu
Sauca Arinbawa Tusan, se!
zin Kajari, Senia (13/4) men-
gatakan pihaknya masih
menyiapkan memori kasasi
tersebut. 'I(ami akan sesera
matangkan memori kaiasi
tercebut setelah menetima
salinan putusan bebas dari
Pengadila n Tipikor Denpasar.
t apr sampar saat ini kamibe_
lum menerima salinan putu-
sannya. Kemungkinan -Rabu

(15/,1) ini baru kita terina."
jelas Sauca.

Menurutnya untul penga-
;uan memori kasasi tersebut,
rencananya clilakulan Rabu
(2214) depan, atau tepat 14
hari setelah keputusan dike-
luarkan. "Kami tetap beru-

gatipostkmb

Putu Sauca
Arimbawa Tuean

paya untuk kasasi karena
memang ada kacamata yans
berbeda antara kita deneai
hakim, ujarnya. Sement-ara
terkait dengan anggota DpRD
Jembrana yang meniadi ter-
salgka II Made Sueca Antara
alias Dek Cok, pihaknya baru
akan mengajukan ke pen-
gadilan Tipikor DenDasar.
setelah mengajukan memon
KaSast terhadap keptrtusitn
A1'u Ardini l ang sohelurnnya
fitetapkan otenjadi ters.nska
I dalam kasus BBM tersebut
Pihaknya kini tinggal mcrn-
buat rencana dakwaan saia.
'Tinggal kita poles-p,,les lasi.
menambahtika ad;r kckuran-
gan," taobahnya. (kmb)
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Pro.yek Drainase di Pekutatan

V Belum Dikerjakan
Negara (Bali Post) -

Pembangunan drainase
dan trotoar di jalan Pelabu-
han Pekutatan, selama ham-
pir sebulan berjalan waktu
belum juga digarap. Padahal
qalgn sudah dipasang tepat
ol oepan menuJu pantar.
Dalam papan informasi itu
diketahui sejatinya mulai
pengerjaan pada 19 Maret
2015 lalu.

Namun, hingga Senin
(13/4) kemarin, belum ada
tanda-tanda galian atau
penggarapan drainase. Pa-.
dahal berdasarkan kontrak,
proyek senilai Rp 312.388.000
itu tersisa waktu sekitar dua
bulan lagi atau tiga bulan
pengerjaan. Sejumlah warqa
ditemui akhir pekan lalu
mengaku tidak mengetahui
ada proyek itu karena me-
mang belum ada pehgerjaan.
Material juga tidak satu-
pun ada di lokasi yang akan
dibuatkan draiBase. Na-mun.
papan rnlormasr .proyek su,

dah terpasang sejak dua
minggu lalu.

Sementara itu, pantauan
kemarin siang di lokasibelum
nampak proyek mulai dikerja-
kan. Sepanjang jalan sekitar
satu kjlo menuju pantai den-
gan situasijalan menurun itu
belum nampak materialatau-
pun pekerja. Dari informasi
di papan provek itu, kontrak
proyek drainase/trotoar mulai
tanggal 19 Maret 2015 den-
gan waktu 90 hari kal;:nder.
Proyek tersebut dikerjakan
CV Istana Mas dari Probo-
linggo, Jawa Timur.

Sementara itu. Direktur
CV Istana Mas Ajis dikon-
firmasi wartawan melalui
telepon mengaku baru akan
memulai mengerjakan proyek
pada Selasa (14/4/) ini. Ke-
marin pihaknya se mpat
mengecek ke lokasi bersama
pengawas proyek. Tukang -
yang didatangkan dari Probo-
linggo menurutnya baru da-
tang Senin sore. (kmb26)

KOSONG - I-oftosi jqlan menuju panrqi pehutqt.rn lans
ahon d,ibangun d,rainaee dan trotoqr belum nqmna-h
landa-tandd pengerjaan kend.ati kontrqh sudah 

-ber_

jalan hampir sebilin.
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Di SMAN 1 Kintamani

Dana B0S Digulakan

untukBeliAir
Bansli (Bali Post) -"-sifial,l l}i,;tlmani yang berlokasi di Desa Bavung Gede.Kintamani selama ini

-J"l-Jr"iit"""irG;;i;f,.""i;. u;uk keperluan t6ilet, pihak sekoltt-t tglPl\t1
membeli air hingga ."t.rs"o "ibu 

rupiah-dalam setiap minggunya' Kondisi ini
le"jadi akibat miriimnya pasokan air dari PDAM'

Adanya persoalan kesu'
litan air bersih itu diung-
kapkan Wakil Ketua DPRD
Komang Carles. usai melaku-
kan monitoring pelaksanaan
uiian nasional (UN) bersama
sejumlah anggota Komisi II di
sekolah setempat, Senin (13/4)

kemarin. Carles mengaiakan.
dari hasil komunikasinYa
dengan pihak sekolah diketa-

air bersih.
"Belum lagi saat musim

kemarau, kebutuhannYa bisa
lebih dari itu," ujarnYa Un-
tuk membeli air bersih, Pilak
sekolah selama ini menggu-
nakan dana yang bersumber
dari dana Kirmite dan BOS.
Jamin mengatakan kondisi
kesulitan air bersih Yang
dialami SMAN 1 Kintamani
teriadi akibat mimmnya Pa'
sokan air dari PDAM Kondisi
ini Dun sebenarnyh dialami
sebagian besar warga di Kin-
tamanl.

Terkait hal tersebut" Jamin

hui bahwa selama ini Sl'l-{N
1 Kintamani menjadi sekolah
yang sangat sulit mendapat-
kan air bersih-

Untuk memenuhi kePerlu-
an toilet guru maupun siswa'
tihak sekolah terPaksa mem-
i.reli air dalam truk tangki
"Karena sulit mendaPat air,
sekolah selama ini terPaksa
beli air dua truk untuk setiap

berharap Pemkab melalui Di-
nas Pendidikan. Pemuda dan
Olahraga (Disdikpora) bisa
segera mencari jalan keluar'
atas persoalan itu. Salah sa-
tunva denean membrtatkan
sumur boi. I\Iengingat di
wilavah Kintamani gllama
ini terdapat beberApd, trtik
sumher all Yang Drsa olang_
kat untuk dimanfaatkan.
"Walaupun selama ini ke-
sulitan air beisih. tapi saya
salut karena pihak sekolah
mampu meniaga kebersihan
sekolah, termasuk toilctnva.'
imbuhnya. (kmb40)

minggunya." telangnya. Hal
Yang sama luga clrungKapKan
aneiota Komisi II lainnYa
Wavan Jamin. Dia menga-
takin, untuk membeli satu
trrk tangki ?rir bcrsih, sekolah
harrrs mengeluarkan biaYa RP
150 ribu. Sahingga dalam seb-
ulan sekolah minimal harus
mengelualkan biaYa hingga
Rp i.z juta rintlrk membeli
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Perizinan Reklarne di Denpasar
/ Dugaan Fenyimpangan

Giliran Kadis Perhubungan

Diperiksa Kejati

Denpasar (Bali Post) -
Penyidik dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali terus mengembangkan kasus

dugaan penyimpangan dan penyelewengan di Pemkot Denpasar. Senin (13/4)
kemarin, giliran pihak Dinas Perhubungan Pemkot Denpasar yang dilakukan
pemeriksaan guna menguak dugaan kasus penyelewengan perizinan reklame di
Kota Denpasar. "Untuk kasus di Denpasar, masih dilakukan pemeriksaan. Hari
ini (kemarin - red) dari Perhubungan yang kami mintai keterangan," tandas
Kasipenkum Humas Kejati Bali Ashari Kurniawan.

Hanya soal hasil pemerik-
saan, dia tidak mau membe-
ber secara rinci dengan alasan
perkaranya masih dalam
proses penyelidikan. Sedang-
kan informasi dari penyidik,
pejabat yang diperilsa adalah
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Denpasar I Gede Astika.
Dia dimhtai keterangan oleh
jaksa Subawa. Sumber tadi
mengatakan, Kadishub As-
tika dipanggil dan dimintai
keterangan berkaitan den-
gan tugas pokok dan fungsi
(tupoksi) untuk jajarannya
terhadap perizinan reklame
selama ini.

Siang kemarin, Gede Asti-
ka memang dimirttai keteran-
gan. Dia keluar dari lantai
dua Kejati Bali sekitar pukul
13.00 Wita. Saat dimintai
koufirmasi sesaat hendak
masuk ke mobil dinasnya,
Gede Astika mengatakan,
dia datang ke Kejati Bali atas
panggilan pihak jaksa untuk
menyelidiki kasus reklane

yang ada di Kota Denpasar.
Dia mengatakan dipanggil
karena masuk sebagai salah
satu tim reklame Kota Den-
pasat bersama Satuan Keda
Perangkat Daerah (SKPD)
yang lainnya. "Kami dim-
htai keterangal karena kami
masuk tim reklame. Jadi ang-
gota juga," katanya.

Mengenai pertanyaan yang
iliajukan jaksa, Astika tak
memaparkan secara detail.
Nanun, dia mengakui tak
banyak yang ditanyakan
jaksa karena tupoksi dari
SKPD yang dipimpinnya
hanya memiliki peran sedi.kit,
yakni memberikan kriteria
tempat pemasangan reklame
di sempadanjalan. "Pada inti-
nya, reklame yang dipasang
jangan sampai menghalangi
rambu lalu lirrtas. Dengan de-
mikian, rambu yang dipasang
dapat sesuai dengan peruntu-
kannya," jelasnya.

Ditambahkannya, setelah
sesuai dengan ketentuan

tersebut, dikembalikai ke-
pada tim, kemudian periz-
inannya dikeluarkan oleh
Badan Pelayanan Terpadu
Satu Piutu dan Penanaman
Modal (BPTSP dan PM) Kota
Denpasar.

Mengenai dugaan adauya
penyelewengan izin dan pa-
jak reklame, Astila tak mau
menjawab, dengan alasan dia
hanya ditaaya soal tupoksi
tersebut. "Saya hanya ditanya
eoal itu saja (tupok6i)," tandas
Astila.

Saat disirggung soal jum-
lah pertanyaan, Astika kem-
bali mengatakan bahwa seba- '
gai tin pemasangan reklame,
tugas Dishub bagaimana?
"Jangan menggangg! pejalan
kaLi, reklame terlalu tinggi,
dan lainnya," kata Gede As-
tila.

Hingga eaat ini, memang
jaksa belum menetapkan
tersangka terkait dugaan
penyelewengan ini. Penyiclik
korps Adyaksa masih inteng
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memeriksa saksi. Selain me-
meriksa Kadis Perhubungan,
sejumlah pejabat teras di
jajaran Pemkot Denpasar su-
dah diperiksa. Di antaranya
Kepala BPTSP dan PM A.A
Rai Soryawan, Kadis DTRP
Made Kusuma Diputra, Kadis
Pendapatan Dewa Semadi,
Kadis DKP Ketut Wisada
dan Kasatpol PP I.B. Alit

Wiradana.
Sementara terkait dugaan

korupsi pavingisasi, pihak
Kejari Denpasar yang sudah
menerima berkas tahap I,
sudah mempelajrinya. Ber-
kas yang sudah menetap-
kan dua tersangka itu bakal
segera dilkembalikkan ke Sat.
Reskrim Polresta DenPasar.
(kmb37)

KETERANGAN - Kad.ishub Koto Denpasor Ged'e Astiha
iemberikan penjelosan sesoot setelah d'imintoi heteron-
gan oleh petigis Keioti BaIi, Senin (13/4) hemarin'
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KPU Ajukan Anggaran
t/ APK Rp 1,3 M
Amlapura (Bali Post) -
-- 

P-ada_ APBD Perubahan 2015. Komisi pemilihan Umum
t KPUt Kar.angasem akan kembali mengajukan angsaran pei
siupan PerniJrhan kepala Daerah tpilkua"j ZotS. fJf;"",U"'n""
angga.ran tersebut ditujukan untuk pembuatan dan pemasan_
ga n Alar Pcraga Kampanye (APKt pa"ungar, 

"^lon 
yu'ng nilairr-

v_a mr'ncapa i Rp 1.3 miliar. Sebelum anggiran tersibuikeluar,
KPU akan menggunakan anggaran pei-buatan TpS dan biaya
hunor.penyelenggara. Mpngingat. pemasangan ApK harusqllaruKan tlga hart setelah penetapan pasangan calon.

.Ketua KPU Karangasem. I M;de funak; menjelaskan,
ada beberapa kogiatan yang bisa ditambah maupun dikuranei
pada draf PKPU. Pada anggaran induk. kegiaian uji publik
yang sebelumnya tercantum kini telah dilapuskan. Namun
ilnggaran yang telanjur dralokasi-kan tersebut akan diganti
dengan peebuatan dan pemasangan APK bagi pasangan calon.
"Kinidi drafPKPU yangbaru ada item pemasangan APKbagi
seluruh pasangan calon yang nanti dibuat KPU. Sebelumnya
kan tidak tercantum itu," tuturnya saat ditemui di Kantor
KPU Karangasem, Senin (13/4) kemarin.

Ivlenurutnya, anggaran APK tersebut harus dipasang tiga
hari setelah penetapan pasangan calon yang dilaksanakan 24
Agustus nanti. Sehingga tidak mungkin menunggu anggaran
perubahan turun dulu. Pihaknya terpaksa harus mengguna.
kan anggaran pembuatan TPS dan biaya honor penyelenggara,
untuk menalangi kebdtuhan APK ini. Meski terjadi perubahan
penggunaan anggaran, menurutnya tidak akan memengarfi
pelaksanaan Pilkada. "APK sudah harus kita pasang tiga hari
setelah penetapan pasangan calon, yakni sekitar Agustus,
bulan itu kan APBD Perubahan belum jalan, makanya kita
tukar terlebih dahulu," jelasnya.

Untuk penyediaan APK termasuk pemasangan, KPU telah
merencanakan anggaran Rp 1,3 miliar lebih. Sehingga total
keseluruhan yang direncanakan dan akan diajukan ke pemer-
intah daerah dalamAPBD perubahan nanti Rp 2,3 miliar lebih.
Sedangkan anggaran untuk honor menurutnya bisa dibayar
seusai Pilkada. "Makanya anggaran honor kita pakai untul
pembuatan APK. Nantinya rancangan kegiatan lainnya yang
beltun diajukan saat pengajuan APBD induk akan diajukan,'
ujar Arnawa. (dwa)
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Kualitas Proyek Kolam Renang Rendah

Dewan Segera Panggil
Kontraktor Pelaksana

Singaraja (Bali Post) -
Sejak proyek pembangunan kolam renang bertarap internasional di Kelura-

han Banyuasri, Singaraja dimulai, berkali-kali dewan melakukan monitoring
ke lokasi proyek, Hasilnya, pengawasan terhadap proyek senilai Rp l0 miliar
tersebut lemah. Kalau kondisi ini dibiarka4 dikhawatirkan bisa saja kualitas
pekerjaan tidak sesuai dengan dokumen perenca4aan d.etail engeneering d.esign
(DED). Untuk meminta tanggung jawab dan klarifikasi terhadap temuan di
lapangan, dewan pun merencanakan memanggil kontraktor pelaksana, konsultan
pengawas, SKPD pengguna anggaran dalam proyek i i,

Hal itu diungkapkan Wak-
il Ketua DPRD Buleleng. I
Made Adi Purna Wijaya, saat
mel,akukan monitoring ke loka-
siproyek, Senin (13/4) kemar:in.
Dalam kunjungannya itu, dia
didampingi oleh Ketua Komisi
II DPRD Buleleng Putu N{ang-
ku Budiasa bersama sejumlah
anggotanya.

Wakil Ketua Dewan I Made
Adi Purna Wijaya usar memn-
jau pelahsanaan proyek kolam
renang kemalin. menegaskan,
lembaganya sangat berkepent-
ingan untuk ikut mengawasi
pelaksanaan proyek. Hal irri
karena sesuai komitmen de-
wan ber€ama-sama pemerintah
daerah agar setiap pembangu'
nan yang menelan dana besar,
pekerjaannya bGa dipertang-
gungjawabkan dan memberi-
kan jaminan ktalitas. sehingga
fasilitas yang telah dibangun
ini bertaban dalam batas wahtu
yang wajar dan sesuai dengan

dokumen perencanaan yang
ada. "Kita bu.kan mencari ke-
salahan fmerintah atau siapa
pun, namun karena proyek ini
mengguna-kan anggaran besar,
kami wajib mengawasi dan
kelemahan yang ada itu harus
diselesaikan sbhingga kualitas
pekerjaan sesuai dengan doku-
men perencanaan," katanya.

Senada diungkapkan Ketua
Komisi II DPRD Buleleng, I
Putu Mangku Budiasa. Dia
mengatalan, dari hasil temuan
selama melakukan peman'
tauan ke lokasi proyek kolam
renang, pihaknya mengageruIa-
kan akan memanggil pihak
kontraktor pela}sana, konsul-
tan pengawas, SKPD pengguna
anggann, dan instansi terkait
raurnya.

Dewan ingin mendapatkan
klarif.kasi ierkait t€rkait kele-
mahan pengawasan proyek
kolam renang. Apalagi untuk
proyek kolam renang ini di

tengah perjalanan proyek dike-
tahui konsultan pengawasnya
telah berganti dengan konsul-
tan pengawas yang baru. Selain
itu, dalam beberapa waktu
monitoring, ditemukan item
pekerjaan yang seharusnya
diketahui dan ditandatangaru
oleh konsultan pengawas, na-
mun fakta dalam dokrlmen di
lapangan ditemukan hanya
ditandatangani oleh Pejabat
Pembuat Komitmen (?PK). Hal
ini menguadang pertanyaan be-
sar dan kalau dibrarkan dikha-
watirkan pelaksanaan proyek
di lapangan menyimpang dari
dokumen perencanaan yalg su-
dah disusun sejak awal. "Kami
khawatir kalau ini dibiarkan
akan berdampak pada kualitas
pekerjaan proyek itu. Kami
akan minta klarifikasi dengan
memanggr.l kontraktor pelak-
sana, konsultan pengawas. dan
SKPD pengguna anggaran,''
tegasnya- (knb38)
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Pariwisata Bali Bukan untuk Kapitalis

P enyelamatan Lingkungan

danKawasan Suci

Jadi Prioritas

pARIWISATA Bali adalah pariwisata budaya yang berbasis pada_Tri Hita Karana. Artinya pembangunan
di Bali, terlebih pariwisata. harus mengac,u,p1da .kedua hal tersebut' Karenanya-ltali jt",Cu1dti1^l*1.1
a."Eri i""rJ lain; apalagi negara lain.Tida[! BaIi telah memiliki ciri kbas sesuai dengan akar budaya Bali
;;;e;;;;;;;.;gil"i;"iiii"gl"ngan' Jadi. akan sangat menvimpang apabila pengembangan pariwisata
i;i"dii;kT;;;-a;";;;;;""5!t ;1";. Apalagi denganLe-ngui,.s laut yans merupakan kawasan suci bagi
umat Hindu, mayoritas agama penduduk di Bali.

alasan yang tidak tepat. Pari-
wisata Bali yang berl,andaskan
budaya tidak bisa disamahan
dengin pariwisata yangberkem-
bang di negara lainnya.
Hal. 23
Luar Negeri

Wahana Bali Inlernasional
(TWBI), yane inemperta-
nvakan penolakan sejumlah
pihak terkait revitalisasi
ieluk Benoa padahal proyek
tersebut dimaksudkan untuk
membangun pariwisata Bali.

Ketua Ikatan Cendekiawan
Pariwisata Indonesia (ICPI)
wilala}l Bali Putu Anom menYa-
takaru mengangkat pariwisata
Bali dengan merekl.amasi Telu}
Benoa agar tidal kalah saing
dengan negara lain, merupakan

Demikian rangkuman
oendapat akademisi, ekonom
dutt tokoh masvarakat di
Bali menanggaPi PernYataan
nemilik kelompok usah a
Artha Graha TomY Winata
s_ekaligus investor PT Tirta
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"Membairgun pariwisata
Bali jangan disamakan den-
gan daerah tujuan wisata
(DTW) di luar Bali, seperti
Jakarta atau luar negeri,
seperti Singapura," ungkaP
Putu Anom, Senin (13/4)
kemarin.

Menurutnya, keunikan
Bali harus tetap menjadi
ikon Bali, baik alam maupun
sosial budayanya. Sebab, mo-
tivasi wisatawan berkunjung
mencari sesuatu Yang beda
di daerah atau negara asal-
nva. Masvarakat Bali tidak
aiergi dengan investor dalam
mendukung pembangunan.
Namun investor Yang rngrn
berinvestasi wajib mengacu
oada konsep Tri Hita Karana
agar terw,u j ud keharmon-
isan dalam kehiduPan. Se-
lain itu, investor juga harus
tetap mengacu kePada Petda
Pariwisata BudaYa Yang ber-
sumbet dari nilai-nilai luhur
agama Hiirdu, RTRWP Bali'
RTRW kabupaten/kota.

dimiliki int mestr drperkuat
lagi. "Artinya ketika sebuah
daerah dikembangkan seba'
gai destinasi wisata, maka
harus mengedepankan ke'
pentingan masYarakat lukal'
jangan mereka sampar ter_
gusur. Tidak hanYa orienta-
iinya untuk kaum kapitalis
atau pemilik modal," tan'
dasnya.

"Pada prinsipnya kita
tidak menolak kehadiran
investor untuk membangun
Bali, tetapi investor agar
membangun di Bali dengan
memperhatikan lingkungan,
kawasan suci danjuga meng-
utamakan pem'erataan pem-
bangunan di semua wilayah,
bukan semua memilih mem-
bangun di Bali Selatan,"
tegasnya.

Ia melihat Bali Selatan
telah mengalam or,er co-
pocity, sehingga banya k
memunculkan permasala-
han. Karena itu, masalah
moratorium memang harus
dilaksanakan dan harus se-
cara tegas dilaksanakan oleh
pemerintah (eksekutif) seba-
gai pengambil, penentu dan
yang memutuskan kebijakan
publik dengan persetujuan
legislatif.

"Wakil rakyat harus
cermat menyerap aspirasi
masya rakat dari semua ka-
langan A.pala_gi. sekarang
raEyaI lJalr sedang menung-

Seperti halnya rencana
reklamasi Teluk Benoa, Sen-
dra menegaskan bila Rapat
Senat Universitas Udavina
telah menyatakan tidak
layak. Investor, menurutnva.
lebih baik menyelesaikin
proyek reklamasi Seramgan;
sebelum membuat kesalahan
kedua dengan mereklamasi
Teluk Benoa. Menginsat
reklamasi Seransan i uea
telah menimbulka; d^;p;k
Iingkungan. Salah satunya
abrasi hebat di Pantai Lebih,
utanyar.

Luar Negeri
gu kepastian sikap PDI-P
sebagai partai pemenang
pemilu. Apakah PDI-P akan
menolak atau menyetuj ui
reklamasi Teluk Benoa?"
sebutnya.

Partai berlambang kepala
banteng ini, kat t do;en
Pariwisata Unud ini, pal-
ing berpeluang membgri
'maqukan kepada Presid6n
dalam mengambil kebijakan
yang strategis, terutama
tebijakan publik yang me-
nyangkut pirblic secrof .

l) eka n l'akultas Parr-
wisata Universitas Udavana
Drs. I Made Sendra, M.Si.,
Senin kemarin mengatakan,
pengembangan pariwisata
Bali harus sesuai dengan pe-
doman yang tertuang dalam
Perda tentang Crrl, ural Tour-
isn. Dalam perda itu diatur
hubungan manusia densan
Tuhan, manusia denian
lingkungan, dan manusia
ddngan manusia sesuai aja-
ran Tri Hita Karana. Menu-
rutnya, pedornan yang sudah
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Pascadivonis Dua Tahun

Astawa DibidikKasus

Penggelapan Bansos
Amlapura (Bali Post) -
- Satreskrim Polres Karangasem mernbidik terdakwa kasus penggelapan dana
bantuan kompensasi pemanfaatan air subak dari PDAM Karangasem, I Gede
Astawa (30), yang kini ada di dalam jeruji besi. Bendahara non-aktif Desa Adat
Tauka, Kecamatan Abang, Karangasem ini diduga telah merugikan negara Rp 160juta karena rnenggelapkan dana Bansos Pernerintah Provinsi dan Kibupaten.

Satreskrim Polres Karan- kasus berbeda. diprcses terkait pengguliran
gasem kini membidik kasus Kasat Reskrim Polres Bansos seiak t;h;; 20f1
penggelapan dana Bansos Karangasem. AKP Dewa hingga 20i3 terkait proyek
dari pemerintah tingkat I Putu Gede Anom Danuwi- pengerjaan balai kamb"trg di
dan II di Desa Adat Tauka. jaya, mengungkapkan saat pura selempar.
Terpidana yang saat ini se- ini pihaknya telah melakukan Menurutnya, kasus peng-
dang rnenjalani hukuman penyelidikan terkait kasus gelapan ini terungkap sei-
dua tahun penjara setelah penggelapan yang dilakukan ;lab adanya lapo"ran dari
divonis tahun 2O14lalu, akan Gede Astawa. Menurutnya, masyarakat terkait lenyap-
kembali berurusan dengan terdakwa yang kini men- nya iejumlah anggaran ilan-
aparat kepolisian dengan jalani hukumannya ini akan sos Desa Adat T;uka. ',Kini

kasus tersebut masil diproses
dan masih lidik. Kita proses
Iaporan masyarakat ini, kini
pelakunya sedang menjalani
hukuman dengan kasus ber-
beda," ujarnya Senin (13/4)
ke4arin.

I{ntuk memastikan berapa
kerugian yang ditanggung
negara akibat penggelapan
tersebut. kini Tim penyidik
Unit Tipikor Sat. Reskrim
Polres Karangasem yang dip-
impin Iptu Agus Wicaksana
sedang berkoordinasi dengan
Badan Pengawas Keuangan
dan Pembangunan (BPKP)
Provinsi Bali. Pernr"ujl 

:"_: -

mentara, pelaku yang sempat
mengelola bansos terscbut
telah merugikan negara men-
capai Rp 160 juta.

Sedangkan terkait den-
gan kasus kelompok liktif
Tani Ternak Pucang Sari di
Dusun Puragae, Pempatan,
Rendang, pihaknya sudah
melengkapi berkas yang
sebelumnya dikembalikan
karena kekurangan (P 19).
Pelengkapan berkas terse-
but telah diseyahkan ke Ke-
jaksaan Negeri Amlapura
minggu lalu dan kini tinggal
menunggu peurberitahuan
P21. (dwa)
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Pencaplokan Sempadan Pantai di Canggu

Bupati Gde Agung Minta Diambil Tindakan Tegas
MASALAH pen-

caplokan sempadan
pantai di Canggu
yang dinilai telah
menimbulkan keg-
aduhan serta prot€s
masyarakat, menda-
pat perhatian serius
Pemkab Badung.
Bupati Badung A.A.
Gde Agung di hada-
pan SKPD terkait di
Iingkungan Pemkab
Badung di Mangu-
pura, Senin (13/4)
kemadn, memiltta
segenap jajarannya
untuk mengambil
hndakan tegas. Kehad-rran pemerin'
tah adalah wajib melindungi kepent-
ingan masvarakat umum. Terlebih,
,rnirk k.pentingan masyara-kat dalam
melaksanakan sradha bhakti'r.ya
yakni untul akses jalan melakulan
ponrelosliiorr, a-kses jalan men u.;u selro
dan akses jalan melaksanalan bakti
dan upacara di Pura Batu Mejan terse-
but, wajib dilirdungi," tegasnya.

Dikatakannya. dalam menYikaPi
Dermasalahan adanya tembok Pem-
batas ataupdnJenglcr. posisi pemkab
adalah tegas dengan berpijak Pada
aturan dan melindungi kepentingan
nasyarakat. Oleh karenanya, Bu-
pati dengan tegas memirta kePada
Satpol PP Badung malakukan tida-
kan tegas dengan melakukan Pen-
ertiban. Meski demikian, PihaknYa
sekali lagi meminta agar hari tni.
selasa ( t1l4t. mengecek dengan telitl

Lindungi Kepentingan Masyarakat,

dengan melibat-
kan segenap SKPD
terkait, sehingga
Iangkah penertiban
terhadap tembok
yang dibangun oleh
Canggu Intercbnti-
nental telsebut da-
pat berjalan dengan
mengikuti prinsip-
prinsip normatifdan
prosedural.

Penegasan si.kap
Bupati tersebut dis-
ampaitan saat rap-
at koordinasi t€knis
dengan sejumlah
instansi terkait ling-

kembali menegaskar\ apa pun bentuk
kesepakatan yang dibuat tidak boleh
merugikan kepentingan umum. Apalag
r.urtr.rl< melaksanalan kewajibal ibaclah
agama, adat dan budaya.

HaI senada diungkapkan Sekda
Badung Kompyang R. Swandika. bila
terdapat permasalahan berkenaan
dengan persoalan tanah atau seng-
keta atas tanah adalah kewajiban
pemerintah untul mentfasilitasinya.
Terkait tembok ini, harus mengil<uti '

Deratr.uan. Demikian pula kalau R-e-

vedmen, harus acla izinnya. Sesuar
dengan aturan, selama ini kalau
tembok itu ber{unssi revertmen, itu
wajib ada izinnya. Selama ini, jalan
tersebut secara de la a talaj' dipakai
masyarakat umum. Maka dari itu, wa-
iib diutamakan temasuk untu.k akses
jalan menuju ke Pua Batu Mejan.

Camat Kuta Utara menyebutkan.
situasi yang terjadi di bawah me-
mang ada pertanyaan masyarakat
dan dianggap terjadi pencaplokan
sempadan pantai. Awalnya, sesung-
guhrya masyarakal satgal welcome,
masyarakat tidak apriori terkait pem-
banguaan pariwisata. Pihal investor
juga sudah sosialisasi. Namun dalam
perkembangannya, kesepakatan
ternyata tidak sepenuhnya sesuat
densan kondisi di lapangan. Bila
dilih;t dad perencanaan yang ada,
nampaknya belum bisa diterima
masyarakat. Masyarakat sangat
keras menolak pembangunan tem-
bok yang menghalangi akses mereka
untuk melakukan ritual keagamaan
dan adat. (ad1106)

Bupati A.A. Gde Agung

kup Pemkab Badung, yang dihadin
Sekda Badung KompS ang R. Swandi-
ka. KeDala BPPT Made Sutama, Kadis
DCK Desi Dharmayanti. Kepala BLH
Badung Ketut Sudarsana, Kasatpol
PP Ketut Mafta. Camat Kuta Utara
A.A. Yuyun Hanura Eny. staf Per-
bekel Canggu serta SKPD terkail lain-
nya di Ruang Rapat Bupati Badung.
Menurut Bupati Gde Agung, apa Pun
benluk bangunan yang dibangun wa-
jib mengi.kuti aturan serta ketentuan
dari instansi yang ber-wenang.

Bupati minta agar staf jaiarannYa
meneliti di lapangan. bahwa tembok
yang dibangun rersebut harus memi-
itkr izin Revert.".t bila hal tersebut
difungsikan untuk menahan ombak,
seita wajib mengikuti ketentuan yang
dipersvaratkan dalam Revertmen
Semeniara berkenaan dengan adanya
ke€epakatan dengan warga, Gde Agung
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Proyek

'/B
Drainase di Pekutatan

elum Dikerjakan
Negara (Bali post) -
- Pembangunan drainase
dan trotoar di jalan pelabu-
han Pekutatan, selama ham-
pir sebulan berjalan waktu
belum juga digarap. padahal
q?pen sudah dipasang repar
dl depan menuju pantai.
Dalam papan informasi itu
diketahui sejatinya mulai
pengerjaan pada 19 Maret
2015lalu.

Namun, hingga Senin
(13/4) kemarin, belum ada
tanda-tanda galian atau
penggarapan drainase. pa-,
dahal berdasarkan kontrak,
proyek senilai Rp 312.388.000
itu tersisa waktu sekitar dua
bulan lagi atau tiga bulan
pengerjaan. Sejumlah warga
ditemui akhir pekan lalu
mengaku tidak mengetahui
ada proyek itu karena me-
mang belum ada pehgerjaan.
Material juga tidak satu-
pun ada di lokasi yang akan
dibuatkan draijas-e. N*a mun,
papan rntbrmaSi ,proyek su-

dah terpasang sejak dua
minggu lalu.

Sementara itu, pantauan
kemarin siang di loklsi belum
namp-ak proyek mulai dikerja-
kan. Sepanjang jalan sekifar
satu kilo menuju pantai den-
gan situasi jalan menurun itu
belum nampak material atau-
pun pekerja. Dari informasi
di papan proyek itu, kontrak
proyek drainase/trotoar mulai
tanggal 19 Maret 201b den-
gan waktu g0 hari kalgnder.
Proyek tersebut dikeriakan
CV Istana Mas dari Frobo-
linggo, Jawa Timur.

Sementara itu, Direktur
CV Istana Mas Ajis dikon-
Irrmasl wartawan melalui
telepon mengaku baru akan
memulai mengerjakan proyek
pada Selasa (I4l4l) ini. ife-
marin pihaknya sempat
mengecek ke lokasi bersama
pengawas proyek. Tukang -yang didatangkan dari Probo-- :

lrnggo menurutnya baru da-
tang Senin sore. (kmb26)

KOSONG - Lohasi_jalan menuju pantai pehutoro?'iffil'i
ahan dibqngun d.roinase dan trotoar belum naipah
tanda-tand.a pengerjaan hendati hontrah sud.ah ber-jalan hampir sebulan.
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/ Terminal Kargo 'o0verlo ild,,,

)ishub Denpasar Upryakan Perluasan
Denpasar (Bali post) -
__'Ierminal Barang Kargo Denpasar sudah ouerlood. sehingga tak mampu lagimenampuna jumlah truk vang akan bongkar muat. Ailil.i"-v".]t""t t-."y-"i v"i-jparkir.di Jalan Mahendridatla. Di"r. F?rrr"il"igu"ailj'ii"nor"ar masih men-
ffilH.,t;.*l::l."ermasatahan 

ter*t"t, 
""ur, "ri"'iv" ,i"ii..p;y"t"" p"rL.""-"

Kabid Angkutan Dinas
Perhubungan Kota Denpasar
tlari Edi didampinsi Kepala
UPT Terminal Barang I Nyo-
man Sujarka, Senin (13/4)
kemarrn mengatakan, dava
tampung Terminal Kargo su-
dah tidak mampu memenuhi
irebutuhan bongkar muat
truk yang datang. Menurut-
n1'a. trul yang keluar-masuk
terminal rata-rata 400 per
hannya. Padahal densan luas
lahan 2 hektar dan f6 gudang
bongkar muat. trUk yang brsa
masuk hanya 70 unir. "Jadi
tidak sebanding, karena lah-
an yangada kurang memadai.
Makanya, Terminal Barane
Kargo untuk bonekar muai
barang tidak bisa maksimal."
katanya.

Lantaran daya tampune
terbatas, truk yang heidaf
bongkar muat terpaksa harus
menunggu giJiran masuk ter-
minal. Inilah yang kemudian
membuat truk-truk banyak
yang parkir di tepi Jalan
Mahendraddtta. plhaknya
memberikan batas waktu
bagi truk-truk melakukan
bongkar muat barang sampai
4 hari. Jika melebihi baias
waktu yang diberikan terse-

Eedla ini bisa dikorn€ntad
pada acara Citra Eali
Radio Global FM
Pukul08.00 - 09.30 hita

but, naka truk yans Darkir:
di dalam terminal t-eroaksa
harus keluar. -

Soal truk parkir di tepi
Jalan Mahehdradatta, sa;t
ini masih dicarikan solu-
si. Hari Edi .menyebutkan.
pihaknya masih beruoava
memperluas lahan termi-
nal. Salah satunya denqan
berkoordinasi densan oemi-
lik lahan di sebe-lah Barat
terminal. Luas lahan yans
hendak digunakan itu adahI

2 hektar.
Sebelumnya, deietan

truk parkrr dr sepa niane
Jalan Mahendradatla. benl
pasar sering dikeluhkan
masyarakat. Sebab, deretan
truk yang parkir itu mema-
kan sebagian badan jalan
sehrngga mengganggu arus
lalu lintas bahkan serins
menimbulkan kemacetan

Pihak terkait berulans kali
telah melakukan penertiban.
namun para soprr truk tetap
membandel dan main kucing-
kucingan. Alasan para sopii,
mereka terpaksa parkir dt
sana karena menunggu gil-
rran untuk bongkar muat.
(kmb25)

OPINI ANDA
@8 tottr]r 74tloa9r. 8l2e8z+w #

B€.{/olu Ufttno
EHT\EKA.IAYA
td- 2t2ut . ttfnt

'fopik: PARllflSAlA lAIl BUlnil Ulflrtt IIAP|IAUS
Sornpoikon opini Ando hori ini di ocoro Worung Globol FM 96,5
web :www.radioglobalfmbali.com
Fj-mail : infd@radioglobalf mbali.com
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Gedung Rusak

TK Sutha Prayoga Mengungsi
Negara (Bali Post) -

TK Sutha Prayoga dan Kel-
ompok Bermain (KB) Sutha
Lokasari yang sebelumnYa
menumpang di geilung SDN,
1 Pohsanten, sejel dua rt'in-
ggu belakang.an ini terp€ksa
mengungsl ke arena uesa
Pohsanten, Kecamatan Men'
doyo. Dari informasi, TK dan
KB yang tidak memiliki ge-

dune itu. diminta pindah dari
SD iersebut karena gedung
SD rusak dan harus diPer-
baiki.

Kepala TK Sutha PraYoga
Luh Sitiani, S.Pd., Senin
(13/4) mengatakan TK terse-
but memang menumpang
di SDN 1 Pohsanten sejak
September 2005 lalu karena
tid;k memiliki gedung. TK
tersebut merupakan milik
PKK Desa Pohsanten. 'Menu-
rut rencana gedung SDN 1

Pohsanten akan segera diper-
baiki sehingga kami harus
pindah, dan terpaksa kami
meminjam arena desa." jelas
Luh Sitiaru.

Dikatakan arena Desa
Pobsanten kondisinya juga
tidak memungkinkan diPak-
ai proses belajar mengaja-r
karcna atapnya bocor. 'Uadr
barane.barans kami tarult di
arena"desa, kalau barang dan
berkas penthg kami titiP di
bumdes," jelasnya.

sebulan dan bagi yang masilt
iarnior Rp 100 rib+.

"Kami ambilkan dari SPP
siswa, sedangkan SPP siswa
hanya Rp 25 ribir Per bulan
Jadi dari sish dana itu yang
kami pakhi untuk honor.
Ya namanya pengabdian."
tandasnya. Selain masalah
gedung sekolah PihaknYa
juga menghadapi kendala
dalam pengadaan mainan
karena hingga saat ini belum
punya.(kmb)

Di.katahannYa sebenarnYa
dari pihak desa sudah men-
susuikan untul Pembangu-"nan 

gedung TK di areal hala-
man balai desa tersebut Na'
mun, belum diketahui kaPan
realisasinYa. "Kami dengar
hformasi tahun ini tapi tidak
tahu kapan. Mudah'mudahan
saja secepatnya," harapnya
didampingi sejumlah guru
lainnya.

MemrrutnYa ada enam Pen-
eaiar di TK dan KB tersebut '
b.,u o""og PNS sedangkan
yang lainnYa masih meng'
abdi. Honor untuk guru abol
katanya juga tidak seberaPa,
bahlan sePerti dirinYa Y-ang
mengabdi selama 26 tahun
hanya menehma RP 200 ribu
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